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PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Penajam  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  hakim  tunggal  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Waru,  14  April  1979,  NIK

6409025404790001,  agama Islam,  pekerjaan  tidak  ada,

Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  Rt.008

Kelurahan  Sotek  ,Kecamatan  Penajam,  Kabupaten

Penajam Paser Utara sebagai  Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tempat dan tanggal  lahir  Api  api,  01 Januari  1968, NIK

6409010509690004,  agama  Islam,  pekerjaan  petani,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman  di  Rt.008  Kelurahan  Sotek  ,Kecamatan

Penajam,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Penggugat dan Tergugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat Gugatannya  tanggal 01 April 2019 telah

mengajukan  Gugatan   Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 01

April 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  07  Desember  1997  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Waru   sebagaimana  tercantum  dalam  Kutipan  akta  Nikah

Nomor 275/7/I/1998 tanggal 02 Januari 1998;  
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat   dan  Tergugat  tinggal  di  mess

Perusahan  kemudian  pindah  ke  rumah  sewaan  di  Kelurahan  Sotek,

kecamatan Penajam;  

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) 

orang anak:   Maulana Asmawan bin Salman, lahir tanggal 04 Februari

1999;  

a.Maulaya Nur Apriatul Adewiyah binti Salman, lahir tanggal 15 April 2002;  

b.Mauhaya Nur Ukailah Nahda binti Salman, lahir tanggal 18 Januari 2012;

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada

kerukunan  sejak  tahun  2018  yang  disebabkan  Tergugat  selalu  marah-

marah jika tidak sependapat dengan Penggugat dan hal itu selau memicu

Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Terus menerus;  

5. Bahwa sejak   Pertengahan  bulan  Maret  2019  yang  lalu  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat  tidur;  

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;  

7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi;   dan  karenanya  agar  masing-

masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;  

8. Bahwa Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Salman  bin  H.  Macci)

terhadap Penggugat (Asnawati binti Abdullah.T)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan  perkara  ini  dilaksanakan  dengan Hakim Tunggal

berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang

dengan  Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang

sah;

Bahwa  Hakim  pemeriksa  perkara  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati  Penggugat   agar  rukun kembali  membina rumah tangga dengan

Tergugat  dan  upaya  tersebut  berhasil  Penggugat  menyatakan  akan  rukun

kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut

perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan

menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  perkara  ini  yang  untuk  selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa  Penggugat menyatakan  bahwa  Penggugat dan

Tergugat beragama  Islam sedangkan  pokok  perkara  yang  di  ajukan  oleh

Penggugat  terhadap  Tergugat  adalah  perkara  Cerai  Gugat  yang  termasuk

dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal

63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam  kompetensi absolut

Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Penajam  berwenang  secara

Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Kecamatan  Penajam,  yang  termasuk  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan

Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg  jo. Pasal 73 Ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menjelaskan  bahwa

Pengadilan  dalam  memeriksa, mengadili,  dan memutus  suatu  perkara  harus

dengan  susunan  majelis  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  hakim namun

berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang

dengan  Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan

Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berupaya mendamaikan

dengan  menasihati  Penggugat  dan  Tergugat  agar  rukun  kembali  dengan

Tergugat dan upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan rukun

kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya

yang  telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Penajam  dengan

Nomor: 207/Pdt.G/2019/PA.Pnj;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  belum  menyampaikan

jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan

perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272

Rv.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang

Nomor  7  Tahun 1989,  yang telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  biaya perkara dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku  yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

207/Pdt.G/2019/PA.Pnj dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Penajam  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);  

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 Hijriah, oleh Ismail, S.H.I.

sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Penajam, penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim

Tunggal tersebut dan dibantu oleh  Zulfah, S.H.I.  sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat  dan Tergugat; 

Hakim Tunggal,

ttd

Ismail, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.  
Rincian biaya perkara:
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  1.  Pendaftaran Rp  30.000,00 
   2.  Proses Rp 50.000,00 
   3.  Panggilan Rp 300.000,00 
 4.  PNBP Panggilan Rp 20.000,00
  4.  Redaksi Rp  5.000,00 
   5.  Meterai Rp  6.000,00 
    Jumlah Rp 411.000,00
                        (empat ratus sebelas ribu rupiah)
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